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a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu
mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan
mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula dan
keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban
dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada

pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum
masyarakat;

b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
menjawab perkembangan kebutuhan hukum

masyarakat yangmemenuhi rasa keadilan semua pihak
diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan
Pasal 18 Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu
merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum
pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang

berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus
memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan

dan rasa keadilan masyarakat;

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PERATURAN KEPOLlSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF



3,

Pasall

Dalam Peraturan Kepolisian .ini y~g dirnaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik IJdonesia yang selanjutnya

disebut Polri adalah alat ne~ara yang berperan dalam
memelihara keamanan da:hl ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta Memberikan perlindungan,
I

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamahan dalam negeri.
2. Tindak Pidana adalah sJAtu perbuatan melawan

hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang
diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan

atau denda.
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana

. I
dengan melibatkan pelaku, forhan, keluarga pelaku,
keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat atau p~mJJku kepentingan untuk

. 111' dil laluibersama-sama mencan penye esaian yang a me ui

BlAB I
KETENTUANUMUM

I
PERATURAN KEPOLISIAN I NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PENANGANANTINDAK PIDANA, II
BERDASARKANKEADILANRES'FIDRATIF.

i
MEMUTUSKAN:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lebbaran Negara Republik
I

Indonesia Tahun 2002 Nomor :2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf W dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kebblisian Negara Republik
Indonesia tentang penabkanan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Resto~~tif;
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Menetapkan

Mengingat



Pasal2
(1) Penanganan Tindak PidJa berdasarkan Keadilan

Restoratif dilaksanak~ pa~a kegiatan:
1 f~ I j R Kr" ala. penye enggaraan ungsi eserse imm ;

b. penyelidikan; atau I
c. penyidikan.

(2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal

sebagaimana dimaksud bada ayat (1) huruf a,
dilakukan oleh pen:gem~an fungsi Pembinaan: II
Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas
dan kewenangannya.

(3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c,
dilakukan oleh penyidik Polri.

(4) Penanganan Tindak Pidan~ sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf a, dapat dilalrukan penyelesaian

Tindak Pidana Ringan.
(5) Penanganan Tindak Pidana' sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan Juruf c, dapat dilakukan
penghentian Penyelidikan a~au Penyidikan.

I
I
I

perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula.

4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik

k . d Ikl .•untu mencan an menemu an suatu penstiwa yang
diduga sebagai Tindak I;>idJl guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan Pen~dikan menurut cara yang
diatur dalam undang-undanlg.

5. Penyidikan adalah serangWaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut Jara yang diatur dalam
undang-undang untuk mendari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itJ membuat terang tentang

I I
Tindak Pidana yang ~etjadl' dan guna menemukan
tersangkanya.

- 3 -



Putusan Pengadilan; dan
e,

d,

c.

b.

dari masyarakat;

b. formil.

materii1; dana.

(3)

(2)

-4-

I

tidak berdampak konflik sosial;
tidak berpotensi meme~ah bb~ahbangsa;

tidak bersifat radikaIi...be ~ separatisme;
bukan pelaku pengulangan TindakPidana berdasarkan

I

BAB IV

PERSyruJTAN

Pasal5
Persyaratan materiil sebag1.maha dimaksud dalam Pasal

I

4 huruf a, meliputi: I
,

a. tidak menimbulkan kbresalian dan/ atau penolakan
I

pJsal4

Persyaratan umum sebagaimJa dimaksud dalam Pasal
I

3 ayat (1)huruf a, meliputii
I
,

!

Pasal3
(1) Penanganan Tindak J?idJa berdasarkan Keadilan

Restoratif sebagaimana dlkaksud dalam Pasal 2, II
harus memenuhi persyaratan:

I

a. umum; danZatau '
b. khusus.
Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada

, IIayat (1)huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak
Pidana berdasarkan! Ke~dilan Restoratif pada

I I J

kegiatan Penyelenggaraan ,ungsi Reserse Kriminal,
Penyelidikan atau penYidikkn.
Persyaratan khusus ~eba~lumana dimaksud pada

! II
ayat (1) huruf b, hany;a berlaku untuk penanganan

Tindak Pidana berdasarkari Feadilan Restoratif pada
kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

I



informasi dan transaksi eiektronik;a.

Pasal7

Persyaratan khusus sebagaimaUa dimaksud dalam Pasal 3
i 1'1ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk

Tindak Pidana:

Pasal6

(1) P .. rmil i b I. dimaksud dalamersyaratan 10 se agarmaria

Pasal 4 huruf b, meliputi: I
a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk

Tindak Pidana Na:rkobk;dan
II

b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab
I

pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian seb~ ~SUd padaayat (1)huruf
a, dibuktikan dengan: surlt kesepakatan perdamaian

dan ditandatangani oleh pJJa pihak.
I ! I

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku

sebagaimana dimaksud pl~a ayat (1) huruf b, dapat

berupa:

a. mengembalikan barang;

b. mengganti kerugian; I
c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat

Tindak Pidana; danl aUu
d. mengganti keru~akJ yang ditimbulkan akibat

Tindak Pidana. I

i

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dibuktikan dengan surat bemyataan sesuai dengan

kesepakatan yang ditandaJngani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesePakarnt perdamaian sehagaimana

dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan

sebagaimana dimaksJd pa~~ ayat (4), tercantum dalam
• I ak II baai idak . ahkLampiran yang merup an agian ti terpis an

d . P tur K lisi .11.art era an epo sian mi.

f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana

terhadap keamanan n~'ITindak Pidana Korupsi dan

Tindak Pidana terhadap ny~wa orang.

- 5-



.-\ .:

c.

b.

a.

I

Ipecandu Narkoba di korban penyalahgunaan
Narkobayang mengajkan rehabilitasi;

IIpada saat tertangkap tangan:

1. ditemukan b,aran~bukti Narkoba pemakaian
1 (satu) hari den~lmpenggolongannarkotika
dan psikotropnJ sesuai dengan ketentuan

I
peraturan perundang-undangan; dan

2. tidak ditem~ barang bukti Tindak

Pidana NarkobJ, namun hasil tes urine
'~~1_1_i_ I·tif N 1_ bmerrunjuxkan POSt arxo a;

tidak terlibat dalaJ jaringan Tindak Pidana
Narkoba,pengedar dalljatau bandar;

meliputi:

Rasa19
(1) Persyaratan khusus ~tuJ Tindak Pidana Narkoba

! II
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,

Pasal8
(1) Persyaratan khusus 'unnJ Tindak Pidana infonnasi

dan transaksi elektronik seUagaimanadimaksud dalam
P al 7 h ruf alin ' )1L Ii .as u a, p g seUJ.A.Jtme puti:

a, pelaku Tindak PidanWinfonnasi dan transaksi

elektronikyang menY,~kan konten ilegal;
b. pelaku bersedia -menghapus konten yang telah

diunggah;

c. pelaku menyarnp~ pennohonan maaf melalui
video yang di unggah di media sosial disertai
d . i I tuk h 1_. engan permmtaan un mengrapus konten

IIyang telah menyebar; dan
d. pelaku bersedia 'bekJJa sarna dengan penyidik

Polriuntukmel~ Penyelidikanlanjutan.
I I

(2) Persyaratan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) huruf

b dan c, diserahkan kepadJ ~enyidikdalam bentuk soft
copy dan hard copy.

b. Narkoba;dan
c. lalu lintas.

-6-



-7-

Pasalll

(1) Penyelesaian Tindak Pid1ana Ringan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 a41t (4), dilakukan terhadap:
I II

a. laporanj' pengaduan; iiU
b. menemukan langsung adanya dugaan Tindak

Pidana. I
(2) Laporanj'pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

; II(1) huruf a, merupakan laporanj'pengaduan sebelum

adanya laporan polisi.!

,
Bagian Kesatu

I
I

Penyelesaian Tindak .dana Ringan

BABUI
, II

TATACARA

d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen

terpadu; dan
,

e. pelaku bersedia ,bekeIja sama -dengan penyidik

Polri untuk me1akutJJ Penyelidikan lanjutan.

(2) Tim.asesmen terpadu seJ1gaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d !dilJ~anakan sesuai dengan

IIketentuan peraturan perundang-undangan.

I
I

Pasal iJP
Persyaratan khusus untuk l'Findak Pidana lalu lintas

sebagaimana dimaksud dalam RJsaI 7 huruf c, meliputi:
I II

a. kecelakaan lalu lintas yang "Idisebabkan mengemudikan
" )

kendaraan bennotor dengan cara dan keadaan

membahayakan yang ,men~akibatkan kerugian materi

dan Iatau korban luka'rlngJili; atau
I

b. kecelakaan lalu lintas eli jalan karena kelalaiannya

yang mengakibatkan ko~ban manusia danl atau

kerugian harta benda.:

- ----------------------------~--~--~------------------------------~j"



pa~allrl
(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), petugas fungsi
Pembinaan Masyarakat,dan fungsi Samapta Palri:, I
a. mengundang pihak-pihak yang berkanflik;

b Co ill" I II di , tar ihak. memras tasi atau meme iasr an p ;
c. membuat Iaporan hasil ~elaksanaan mediasi; dan
d. mencatat dalam b~ku r~gister Keadilan Restoratif

pemecahan masa1~ dU penghentian penyidikan
tipiring.

(2) Buku register sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dibuat dalam belntuk format sebagaimana

tercantum dalam LampirJ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraiuran Kepolisianini

Pasal12
Penyelesaian tindak pidana ,ringJ.nsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, dilaksanakan ole~:
a. anggota Polri yang ~engJrhban fungsi Pembinaan

Masyarakat; dan

b. anggota Polriyang mengemban fungsi Samapta Polri.
I
I

Pasal13
(1) Penyelesaian tindak 'pidaha ringan sebagaimana

dimaksud daIam Pasa], 2 a~at (4) dilakukan dengan
mengajukan surat permohohan secara tertulis kepada

I
KepalaKepolisianRes01.~dan KepalaKepalisianSektar.

I
(2) Surat permahonan sebagaimana dimaksud pada ayat

II
(1), dibuat oleh pel~u, k,rban, keluarga pelaku,
keluarga korban, atau pihaJ lain yang terkait.

(3) Surat permahonan seb{iganWanadimaksud pada ayat
(2), dilengkapi dengan ciokutWen:, II
a. surat pernyataan perdamaian; dan
b. bukti telah dilakukan pbbulihan hak korban.

(4) Persyaratan sebagairnana dnUaksud pada ayat (3)huruf

a dan huruf b, dikecualikan !Jpabila tidak ada karban.

-8-



Pasal161. I
Berdasarkan surat I permohonan sebagaimana, I
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada
kegiatan PenyelidikanmelJukan:
a. penelitian kelen~apah dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasall15 ayat (3);
b. klarifikasi terhadap pJ.a pihak dan dituangkan

dalam berita acara;
c. pengajuan pennohonan persetujuan untuk

dilaksanakan gelar p~~kara khusus, bila hasil

penelitian sebagahnanh dimaksud pada huruf a
, I'

dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada

huruf b, terpenuhi;

Pasal15
Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak
Pidana sebagaimana diinaksJd dalam Pasal 2 ayat (5)
dilakukan dengan mengajUkan surat permohonan
secara tertulis kepada:

a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk
I

tingkat MarkasBesar Polri;

b. Kepala Kepolisian blaerah, untuk tingkat
KepolisianDaerah;i ataJ

c. KepalaKepolisianResoJ,untuk tingkat Kepolisian
Resordan KepolisiansJ~or.

Surat pennohonan sebh.gaithlanadimaksud pada ayat
II

(1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku,
keluarga korban, atau pihrudiain yang terkait.
Surat permohonan sebkga.nh_lanadimaksud pada ayat
(2), dilengkapidengan dokuJJen:
a. surat pemyataan perdaUaian; dan

b. bukti telah dilaku~an pbbulihan hak korban.
Ketentuan sebagairnana dibaksUd pada ayat (3),
dikecualikan terhadap tind~ Pidana Narkoba.

I

(1)

BagianKedua
Penghentian Penyeli~! atau Penyidikan

- 9 -
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(4)

(3)

(2)



g.

f.

e.

d.

c.

b,
I

klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan
I

dalam berita acara; I
pengajuan permohonan persetujuan untuk
dilaksanakan gelar pe~kara khusus, bila hasil
pemeriksaan tambahJ sebagaimana dimaksud

I
pada huruf a, dan, hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada hu~f bl, terpenuhi;
penyusunan laporan hJsil gelar perkara khusus;

bi , JL henti P idikpener itan surat penman peng entian enyi 1 an

dan surat keteuipan I penghentian Penyidikan
dengan alasan demi hukum;
pencatatan pada buku ~lgister Keadilan Restoratif

h . P "d'k II d dihit bazaipeng entian enyi 1 an. an 1 1ung se agai

penyelesaian perkara;
pengiriman surat pemberitahuan penghentian
Penyidikan dengan meiJmpirkan surat ketetapan
penghentian PenyidnJJ terhadap perkara yang
sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai
Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan

h. memasukkan data kell dalam sistem elektronik
manajemen Penyidikanl

dimaksud dalam Pasai 15 ayat (1), penyidik pada
kegiatan Penyidikan melakukan:

I
a. pemeriksaan tambahati yang dituangkan dalam

berita acara;

sebagaimana

manajemen Penyidikan.
IBerdasarkan surat permohonan

g,

f.

e,
penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

penerbitan surat Iperintah penghentian
Penyelidikan dan :sura1 ketetapan penghentian
Penyelidikan dengan alJsan demi hukum;
pencatatan pada buku fJgister Keadilan Restoratif
Penghentian penyelidiJJn dan dihitung sebagai

1 , ka' d!)penye esaian per ara; an
, I I

memasukkan data ke dalam sistem elektronik

d.

- 10 -
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pasall1!8
(1) Dalam hal adanya up,,-ya~ yang dilalrukan, dalam

melaksanakan peIlghen~an Penyelidikan atau
Penyidikanberdasarkan Kbidilan Restoratif,penyelidik

atau penyidik segera:

Pasal17. II
(1) Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara

khusus sebagaimana dimJ~Ud dalam Pasal16 ayat (1)

huruf c dan ayat (2)h~ J,i diajukan kepada: .
a. KepalaBadan Reserse KriminalPolri, pada tingkat

Markas Besar Polri;
b. Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur

II
Reserse Kriminal Khusus/ Direktur Reserse

I
Narkoba, pada tingkat KepolisianDaerah; atau

c. KepalaKepolisianReso~,pada tingkat Kepolisian

Resor dan Sektor.: i
(2) Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat d),~kdiri oleh:
idik . II" idika. penyi I yang menangam, pengawas penyi 1 ,

fungsi pengawas interhk dan fungsi hukum; dan
I II

b. pelapor dan/ atau 1Jluarga pelapor, terlapor
dan/ atau keluarga terlapor dan/ atau perwakilan
tokoh masyarakat, to~hh agama, tokoh adat atau

! II
pemangku kepentingan.

Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan
surat ketetapan Pen~entiah Penyelidikansebagaimana
dimaksud pada ayat (I) hhrw e, dan surat perintah
penghentian Penyidikan dan surat ketetapan
penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada

II
ayat (2)huruf e dan Buku ~egister KeadilanRestoratif
Penghentian Penyelid~'lpenyidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i1)ht!mu f dan ayat (2) huruf f,

tercantum dalam LanipirJJ yang merupakan bagian
idak t isahkan d ":P I I K lisi ."ti erpi an: eraturan epo SIan101.

(3)

- 11 -



Daerah;

b.

a. Kepala Korps p~mbiil Masyarakat Badan
Pemelihara Keamanan Po1ri;

II
Kepala Korps sama~ta Bhayangkara Badan
Pemelihara Keamanan pblri;

c. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian

c.

b.

a.

- 12 -

rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.
I I

I
BABI~

PENGAWASAN
I I

I
Pasal19

(1) Pengawasan terhadap I pe~~elesaian Tindak Pidana

Ringan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh fungsi
Pembinaan Masyarakat d~ fungsi Samapta Polri
dilak ak lalui 1.1. t . t .1 san an me UI supervisi a au asis ensi.

(2) Pengawasan sebagaimana IJimaksud pada ayat (1),

dilakukan oleh:

mengembalikan barang1renda sitaan kepada yang
paling berhak, setelah surat ketetapan

II
penghentian Penyelidikan atau Penyidikan
dikeluarkan, bila .terdapat penyitaan terhadap

barang/benda yang tertbht Tindak Pidana;
IImemusnahkan barangJbenda sitaan berupa

Narkoba atau barang-~J.rang berbahaya lainnya
setelah surat ketetapan benghentian Penyelidikan

, I
atau Penyidikandikeluarkan; dan/ atau

II
membebaskan pel~1tersangka setelah surat
ketetapan penghentiab Penyelidikan atau
Penyidikan dikeluk-~! bila pelaku/tersangka
ditangkap/ ditahan.

(2) Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan
, IIserta pembebasan pelakul/itersangka sebagaimana,

dimaksud pada ayat (1) hurufla dan hurufc, dibuatkan
surat perintah dan berita adara.

(3) Dalam hal Tindak Pidanl Narkoba, pembebasan
,

tersangka dilaksanakan dengan melampirkan



Pasal21

P t K lisi .. mu,J berlaku pada tanggalera uran epo SIan mi .u:u

diundangkan.

d. Direktur Samapta Bliayangkara Kepolisian

Daerah; dan

e. Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

(3) Pengawasan sebagaimana dh6akSUd pada ayat (2),

dilaksanakan dengan melibaJkn:

a. Divisi Profesi dan pengmWanan Polri, pada tingkat

Markas Besar Polri; I
b. Bidang Profesi dan lengamanan Kepolisian

Daerah, pada tingkat KeboIisianDaerah; dan

c. Seksi Profesi dan p,en~anan Kepolisian Resor,

pada tingkat Resor dan iektor.

Pasal20
(1) Pengawasan terhadap penghentian Penyelidikan atau

Penyidikan berdasarkan KJJdilan Restoratif dalam

penanganan Tindak Pidan~1 oleh penyeJidik atau
penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus., II

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh:

a. Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal
Polri, pada tingkat MarkWsBesar Polri;

b. Bagian Pengawasan ~ebyidikan, pada tingkat

KepolisianDaerah; dan 1

c. Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan

Kepolisian Sektor. I

. I
BABVI

KETENTUAN PENUTUP

- 13 -



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 941

BENNY RIYANTO

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

rrt..L~~,J._JL IAN NEGARA

NESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2021

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Ag1u!tue 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
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I l..l ~:.:~.~.~.::~.
PIHAKPERTAMA

....... , u .. • •• • ..••••• ..••• ..·I_ ~ or•......................................... 1

................... u..........••• u ~ u u u 1

:

Nama
Alamat tinggal
Pekerjaan

Dalam hal ini dlsebut sebagal PIHAKPERTAMA

pekerjaan

II

Penjelasan: I I I
Format dibuat untuk pihak-pihak yang bersengketa dan arslp pada Bh<lblnkilmtibmas/pengemban Polmas.

NAMA PANGKAT/NRP

MENGETAHUIPETU;GAS

I

1. Nama
Pekerjaan
Alamat TlnSBal:
Tanda tangan

2. Nama
Pekerjaan
Alamat TlnSBal:
Tanda tangan

Saksl-saksl:

Dalarn hal inl dlsebut sebagai PIHAKKEDUA ,
Kedua belah plhak atas kehendak bersarna tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan perdamalan
untuk berdamal, sebagal berikut: (lsi dar! kesepakatan seperti dl bawah InI) I II
a. permlntaan maaf dar! salah satu pihak atau sal1ngmernaafkan darl kedua belah pihak;
b. kesanggupan untuk ganti rugl dar! salah satu plhakJika ada;
c. janji tidak rnengula ngi lagi perbuatan nya;
d. tldak saling menuntut secara hukum dikemudian harl; dan/atau
e. kesepakatan antara para pihak yang tercantum khusus sebagai berikut:

...... , ••• .. • , 1

Padahari in I, , bulan , tahun , ,Karnlyang bertanda tangan di baweh ini:
I

: 1 .

: , .1 " ..
I: " " " ···• ···" .. 1 •• ..

nama
alamat tinSBal

NEGARA

I
SURATKESEPAKATANI

PERDAMAIAN I

I
(OIT61NMASPOLOA/ POLRES)

I
KOPSTUK

Jalan ..

I

1. FORMAT SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN
, II

- 15 -

LAMPIRAN

PERA TURAN KEPOLISIAN
1

REPUBLIK INDONESIA
I II

NOMOR 8:TAHUN 2021
I

TENTANGi
,

I

PENANGA~AN FINDAK PIDANA

BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
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2. FORMATSURATPERNYATAAN
,,

I
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1. nama • ·········.·.·' ••• 11••• 11••••• 1••••••

2. tempat tgl Lahir: ....................... ""."" ....
3. NIKKTP • •••••••• •••• ' ••• '111 •• 11111•• ' ••••••

4. jenis kelamin .111 ••••••••••••••••••••••••••••••••• I
5. agama ,

· .................................... I
6. pekerjaan I

· ..... E············.··",," .... II.II I

7. alamat I
• ·················,.""'.,.' •••• 1•••

I

:

Dengan ini saya menyatakan: I,

1. "'"." .. I
2...........

I3, " ..,,''''
4. dst

I

i
I

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan/tekanan dari pihak
manapun dan dalam keadaan sadar serta dapat dipertanggungj~~abkan secara hukum.

I
!
!

Saksi: Tempat, tanggallbulan/tahun
I

1.
Yang membuat pemyataan

·····.·,·.,"' ••• 1 •••••

2. •••••••• ~ •••••••• I I •••• Tanda tangan dengan meterai
:
: I

I

i Nama :

i

I

I
I

I

I
I ,

:,
i
I

I,
,

I
I,

I

,

I ,I

I
I
I



3. melaksanakan .....

1. PANGKAT NAMA. NRP
JABATAN

2. PANGKAT NAMA, NRP
JABATAN

3. PANGKATNAMA, NRP
JABATAN

4. PANGKAT NAMA, NRP
JABATAN

5. PANGKAT NAMA, NRP
JABATAN

Kepada
DIPERINTAHKAN

I

Dasar

Pertimbangan

UPROJUSTITIA"

KOPSTUK

i
Untuk 1. menghenfikan penyelidikan terhadep Laporan Polisi Nomor: ..... atau Laporan

Informasi Nomor: L1f.... Jtanggallbulan/tahlh~/Satker tanggallbulan (huruij/tahun
dengan alasan demi hukum karena k~adilan restoratif;

2. apabila dikemudian hari diPerintahkhn unW,kmelakukan penyelidikan lanjutan
berdasarkan Laporan Hasil Gelar P~rkara Khusus, maka penyelidikan kasus ini
dapat dilanjutkan Kembali;

i
I

bahwa untuk kepentingan penyelidikanl dan memberikan kepastian serta keadilan
terhadap Laporan PolisiILaporan Informasi ya~g telah dilakukan penyelidikan, maka
dipandang perJumengeluarkan surat pe~ntah: I

1. Pasal7 ayat (1) huruf I. dan Pasal109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
I I,

1981 tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun ~002 fe1ntangKepolisian Negara Republik

Indonesia; : II
3. Laporan Polisi Nomor: LP/.... .ltanggallbulan/tahun/Satker tanggallbulan

(huruij/tahun; ! I
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidikl .... .ibulan/tahuniSatker

tanggallbulan {huruij/tahun; ~ I
5. Surat Ketetapan Nomor: .....ftangg~IJbulan (huruij/tahun tentang Penghentian

Penyidikan. I

I

SURAT PERINTAH PENGHENTI~N PENYELlDIKAN
Nomor: SPP.LidikinomorJbul~mlKKAJtahun

!

3. FORMATSURATPERINTAHPENGHENTIANPENYELIDIKAN
, I

- 17-



P;A.NGKATNRP

II
PANGKATNRP

NAMANAMA

: II
DIREIKTURIKASAT/KANITRESKRIM ..Yang Menerima Perintah

Ditetapkan di:, .......
; IIpada tangg~l: tanggallbulan/tahun

3. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung
jawab; . II

4. surat perintah ini berlaku sejak tangga! ditetapkan.

II
2 SURAT PERIt'lTAH PENGHENTIAN PENYELlDIKAN

NOMOR : SKSIDlklNOMORIBULAN/KKAfrAHUN
TANGGAL: TANGGAL BULAN TAHUN

i
I,

~\

- 18 -



b. nama .....

a. nama
jenis kelamin
tempatltgl.lahir
pekerjaan
tempat tinggal/kediaman:

MEMUTUSKAN :

tentang

I

1. menghentikan penyelidikan terhadso Laporan Polisi Nomor:
..... tanggallbuJan/tahun atau Laporan Inform~si Nomor: ..... dengan alasan demi
hukum karena keadilan restoratif; I II

2. memberitahukan kepada pelapor dan terlapqr serta pihak-pihak terkait bahwa
perkara sesuai Laporan Polisi Nornor: ... J.tanggallbulan/tahun atau Laporan
Informasi Nomor: ..... telah dihentikan penyelidikannya, atas nama pelapor:

I

PENGHENTIAN PENYELiDIKA~

bahwa untuk kepentingan penyelidikan Jan mi~berikan kepastian serta keadilan
terhadap Laporan Polisi/Laporan lnforrnasl yang telah dilakukan penyelidikan, maka
dipandang perlu menetapkan surat ketetepan; II

I I
1. Pasal7 ayat (1) huruf I, dan Pasal109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hbkurn Afara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tehtang KepoJisian Negara Republik

Indonesia; ; II
3. Laporan Polisi Nomor: LP/..... /tanggallbulan/tahun/Satker atau Laporan

I'Informasi Nomor: Ll/ .... .Itanggal/bulan/tahun/Satker tanggallbulan (hurun/tahun;
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomorl SP.Lidikl .... .lbulan/tahun/Satker

tanggallbulan {hurun/tahun. : I

Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus yang dilak~anakan pada tanggallbulan/tahun
terhadap Laporan Polisi Nomor: ..... /tanggallb'u!an/tahun atau Laporan Informasi
Nomor:......

Nomor: SK.Lidiklnomor/bulan/tah un
SURAT KETETAPA'N

Menetapkan

Memperhatikan :

Mengingat

Menimbang

KOPSTUK

- 19 -

4. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYELIDlKAN
. I



PANGKAT NRP
NAMA

DIREKTURIKASAT/KANITRESKRIM ....

tanggallbulan/tahun
Ditetapkan di: .......
pada tanggal:

b. nama
jenis kelamin
tempaUtgl.lahir
pekerjaan
tempat tinggal/kediaman :

3. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2 SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYELlDIIKAN
NOMOR : SK.SIDIKlNOMORIBULAN/KKAffAHUN
TANGGAL : TANGGAL BULAN TAHUN

- 20 -



3. melaksanakan .....

I
I

1. menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor:
Lp/.... .Itanggallbulan/tahun/Satker tanggal/bulan (huruij/tahun dengan alasan
demi hukum karena keadilan restoratrf. II

2. apabila dikemudian hari diperintahkan unfuk melakukan penyidikan lanjutan
berdasarkan putusan praperadilan y~ng b~tkekuatan hukum tetap dan Laporan
Hasll Gelar Perkara Ktlusus, maka pehyidik~~ kasus ini dapat dilanjutkan kembali;

I I

i

Untuk

5. PANGKAT NAMA, NRP
JABATAN

,
I

DIPERINTAHKAN

1. PANGKAT NAMA, NRP
JABATAN

2. PANGKAT NAMA, NRP
JABATAN

3. PANGKAT NAMA, NRP
JABATAN .

4. PANGKATNAMA,NRP
JABATAN

Kepada

Dasar

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYJDIKAN
Nomor: SP3/nomorlbulan/tahun

!

I
bahwa untuk kepentingan penyidikan dan memberikan kepastian hukum terhadap
Laporan Polisi yang telah dilakukan penyidikan! maka dipandang perlumengeluarkan
surat perintah: ! I

1. Pasal7 ayat (1) huruf I, dan Pasal1~9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang ~ukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tJ~tang Kepolisisan Negara Republik
Indonesia; ! II

3. Laporan Polisi Nomor: LP/.....rtanggallbUlan/tahun/Satker tanggal/bulan
(huruij/tahun; I I

4. Surat Perintah Penyelidikan ~omon Sprin.Lidikl ..... lbulan/tahun/Satker
tanggallbulan (hurun/tahun; ! I

5. Surat Ketetapan Nomor: .... .Itanggallbulan {huruij/tahun tentang Penghentian
Penyidikan. I

Pertimbangan

"PRO JUSTITIA"

KOPSTUK

5. FORMATSURATPERINTAif PENGHENfIAN PENYIDlKAN

" 'I

- 21 -



---------------------___!_!_! --------------

PANGKAT NRPPANGKATNRP
NAMANAMA

Yang Menerima Perintah
; II

DIREKTURlKASAT/KANITRESKRIM ..,,,,,

Ditetapkan di: Jakarta
i I Ipada tanggal: tanggallbulan/tahun, ,

2 SURAT PERINTA~lpENGHENTIAN PENYIDIKAN
NOMOR : SK.SlbH<lNOMOR/BULAN/KKAffAHUN
TANGGAL ::TANGGAL BULAN TAHUN

3. melaksanakanperintah ini dengan ~baiklLnya dan penuh rasa tanggung
jawab; : II

4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- 22-
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4. surat .....

MEMUTUSKAN

1. menghentikan penyidikan terhadap i Laporan Polisi Nomor:
..... tanggallbulan/tahun dengan alasarr demi hOkum karena keadilan restoratif;

I I

2. memberitahukan kepada pelapor dan, terlepor serta pihak-pihak terkait bahwa
perkara sesuai Laporan Polisi Nomor: ..... tanggallbulan/tahun telah dihentikan
penyidikannya, atas nama pelapor: i :
a. nama : nama ters:angkai

jenis kelamin : jenis kelahlin; I
tempatltgl.lahir : tempat/tgl bulan,tahun;

I I

pekerjaan : pekerjaan; II
tempat tinggallkediaman: tempat tinggallkediaman;

3. dalam hal tersangka dilakukan penahanJ~ agar segera dike[uarkan, dan
terhadap benda sitaan dikembalikan k~plada yang berhak atau dapat
dimusnahkan oleh penyidik dengan membu~t berita acara pemusnahan barang
bukti;

Menetapkan

. ,
Memperhatikan: Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus yang dliaksanakan pada tanggallbulan/tahun

terhadap Laporan Polisi Nomor: .... .Itang~allbulan/tahun.

Mengingat

I

I
PENGHENTIAN PENY1QlKANI

bahwa untuk kepentingan penyidikan dan me~Derikan kepastian hukum terhadap
Laporan Polisi yang telah dilakukan penyidikan,l rhaka dipandang perlu menetapkan
surat ketetapan: I

I
1. Pasal 7 ayat (1) huruf I, dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang ~ukum ~cara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tehiang Kepolisian Negara Republik

Indonesia; : II
3. Laporan Polisi Nomor: LP/.... .Itanggal/bulan/tahun/Satker tanggallbulan

(huruQ/tahun; . II
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidikl. L..lbulan/tahun/Satker tanggallbulan

I I

(huruQ/tahun. ', I

Menimbang

tentang

Nomor: SK.Sidiklnomorlbulan/tahuh
I

SURAT KETETAPAN

"PRO JUSTITIA"

KOPSTUK

FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAi PENYIDIKAN6.

- 23-



I
I!

I

11

PANGKATNRP
NAMA

I I
DIREKTURIKASAT IKAN ITRESKRIM .....

Ditetapkan di: Jakarta
pada II tanggal:
tanggallqu,lan/tahun

II
2 SURAT KETETAP.AN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

NOMOR : SK.SIIDIKINOMORlBULANIKKAfTAHUN
TANGGAL: TANGGAL BULAN TAHUN

4. surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal dite~Pkan.

- 24-
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I
7. FORMAT BUKU REGISTER

KOPSTUK RESKRIM BUKU : REGISTER KEADILAN RESTORATIFPENGHENTIAN
Jalan ................... ,... PENYELlDIKANLPENGHENTIAN PENYIDIKAN

NO LAPORAN INFORMASI/ KORBAN TERLAPOR/ PARAPIHAK SURAT PERINTAH SPDP SP3/SP2L1D SYARAT KEADIIAN KET
LAPORAN POLISI TERSANGKA YANG TERKAIT LlDIK/SIDIK RESTORATIF

1 2 4 5 6 7 8 9 10

_.,. - -- ---
-

-- -- - - - - -

<,



I
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7. FORMAT BUKU REGISTER

KOPSTUK RESKRIM BUKU : REGISTER KEADILAN RESTORATIFPENGHENTIAN
Jalan....................... PENVELlDIKANLPENGHENTIAN PENVIDIKAN

NO LAPORAN INFORMASI/ KORBAN TERLAPOR/ PARAPIHAK SURAT PERINTAH SPDP SP3/SP2L1D SVARAT KEADILAN KET
LAPORAN POLISI TERSANGKA YANG TERKAIT LlDIK/SIDIK RESTORAT1F

1 2 4 5 6 7 8 9 10

~------

-- - - - - - -



KOPSTUK LANTAS BUKU : REGISTERKEADILAN RESTORATIF
Jalan ....................... PENGHENTIAN PENYIDIKAN

NO LAPORAN POLISI KORBAN TERLAPOR/ PARAPIHAK SURAT PERINTAH SPDP SP3 SYARAT KEADILAN KET
TERSANGKA YANG TERKAIT LlDIK/SIDIK RESTORATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- -
-- - -- - -- _- - --

- ---- -- --- .- --

- 26-



NO LAPORAN POLISI KORBAN TERlAPOR/ PARA PIHAK YANG TERKAIT SYARAT KEADILAN RESTORATIF KET
TERSANGKA

1 2 3 4 5 6 7

SABHARA BUKU: REGISTER KEADILAN RESTORATIF
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TIPIRING

KOPSTUK
Jalan .

- 27 -



LISIAN NEGARA

Ditetapkandi Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2021

NO LAPORAN INFORMASI KORBAN TERLAPOR/ PARA PIHAK YANG TERKAIT SYARAT KEADILAN KET
TERSANGKA RESTORATIF

1 2 3 4 5 6 7

I

BINMAS BUKU: REGISTER KEADILAN RESTORATIF
PEMECAHAN MASALAH

KOPSTUK
Jalan .

- 28 -
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